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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

أ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب  Ba B Be

ت  Ta T Te

ث  Ṡa ṡ es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح Ḥa ḥ ha (dengan titik di
bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas)

ر Ra R er
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ز Zai Z zet

س Sin S es

ش Syin Sy es dan ye

ص Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض Ḍad ḍ de (dengan titik di
bawah)

ط Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ Ẓa ẓ zet (dengan titik di
bawah)

ع `ain ` koma terbalik (di atas)

غ Gain G ge

ف Fa F ef

ق Qaf Q ki

ك Kaf K ka

ل Lam L el

م Mim M em

ن Nun N en

و Wau W we

ھ Ha H ha

ء Hamzah ‘ apostrof

ي Ya Y ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ـَ Fathah A a

ـِ Kasrah I i

ـُ Dammah U u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

يَْ... Fathah dan ya Ai a dan u

وَْ... Fathah dan wau Au a dan u

Contoh:

- كَتَبَ  kataba

- فَـعَلَ  fa`ala

- سُئِلَ  suila

- كَيْفَ  kaifa

- حَوْلَ  haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah
Huruf Arab Nama Huruf

Latin
Nama

اَ...ىَ... Fathah dan alif atau
ya

Ā a dan garis di atas

ىِ... Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas

وُ... Dammah dan wau Ū u dan garis di atas

Contoh:

- قاَلَ  qāla

- رَمَى ramā

- قِيْلَ  qīla

- يَـقُوْلُ  yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- طْفَالِ لأَ رَؤْضَةُ ا raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِيْـنَةُ الْمُنـَوَّرةَُ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
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- طلَْحَةْ  talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَـزَّلَ  nazzala

- البرُِّ  al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ,ال

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ  ar-rajulu

- الْقَلَمُ  al-qalamu

- الشَّمْسُ  asy-syamsu

- لُ الجَْلاَ  al-jalālu
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G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تأَْخُذُ  ta’khużu

- شَيئٌ  syai’un

- النـَّوْءُ  an-nau’u

- إِنَّ  inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- رُ الرَّازقِِينَْ  وَ إِنَّ االلهَ فَـهُوَ خَيـْ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- مجَْراَهَا وَ مُرْسَاهَابِسْمِ االلهِ  Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri
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itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَْمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَْ  Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحمْنِ الرَّحِيْمِ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- االلهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ  Allaāhu gafūrun rahīm

- عًامُوْرُ  لأُ للِّهِ ا يـْ جمَِ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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MOTTO

وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ باِللَّهِ 

"Dan tidak ada keberhasilanku melainkan dengan pertolongan Allah."

(QS. Hud: 88)

“Di balik setiap pintu yang tertutup, selalu ada kunci untuk membukanya”

(M. Alfin Fitrian Arzaqi)
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ABSTRAK

M. Alfin Fitrian Arzaqi, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap
Penyalahgunaan Fitur Pengembalian Barang Pada Transaksi Tiktok Shop.
Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

Jual beli melalui TikTok Shop merupakan transaksi yang digemari
masyarakat Indonesia karena menawarkan kemudahan transaksi, promosi menarik,
dan sistem pembayaran praktis. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan
permasalahan hukum berupa penyalahgunaan fitur pengembalian barang oleh
konsumen yang tidak bertanggung jawab, seperti penukaran barang, pengiriman
barang palsu, maupun pengembalian barang yang tidak sesuai kondisi awal,
sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dan menunjukkan belum
optimalnya perlindungan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap penyalahgunaan
fitur pengembalian barang di TikTok Shop berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, serta menganalisis
akibat hukum yang memberikan dampak bagi pelaku usaha.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif dan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan terdiri atas data
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model
analisis interaktif yang dikemukakan Miles dan Huberman yang meliputi reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku
usaha telah diberikan dalam bentuk perlindungan preventif dan represif.
Perlindungan preventif diwujudkan melalui kebijakan pengembalian barang dan
persyaratan bukti pendukung, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui
fitur banding dan layanan customer service sebagai sarana penyelesaian sengketa.
Akan tetapi, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat penyalahgunaan
fitur pengembalian barang, seperti penukaran barang, pengiriman paket kosong,
dan pemanfaatan sistem persetujuan otomatis yang merugikan pelaku usaha.
Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik pengembalian barang di TikTok Shop
memiliki kesamaan dengan konsep iqalah, namun praktik tersebut tidak memenuhi
salah satu syarat iqalah karena masih menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.
Penyalahgunaan fitur tersebut juga menimbulkan akibat hukum berupa kerugian
materiil dan nonmateriil, hilangnya hak atas barang dan pembayaran, serta
berubahnya hubungan hukum menjadi sengketa, sementara penerapan sanksi
terhadap konsumen belum berjalan secara tegas sehingga perlindungan hukum bagi
pelaku usaha belum optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, TikTok Shop, Pengembalian
Barang.
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ABSTRACT

M. Alfin Fitrian Arzaqi, Legal Protection for Business Actors Against the
Misuse of Product Return Features in TikTok Shop Transactions. Thesis,
Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan.
Supervisor: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.

Buying and selling through TikTok Shop has become a popular transaction
method among Indonesian consumers because it offers convenient transactions,
attractive promotions, and a practical payment system. However, this convenience
has also given rise to legal issues in the form of misuse of the product return feature
by irresponsible consumers, such as exchanging products, sending counterfeit
goods, or returning products that are not in their original condition. These actions
result in losses for business operators and indicate that the existing legal protection
has not yet been optimal. This study aims to analyze the legal protection afforded
to business operators against the misuse of the product return feature on TikTok
Shop based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and
Islamic Law, as well as to analyze the legal consequences that have an impact on
business operators.

This research is an empirical legal study using a qualitative approach. The
data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques
were carried out through observation, interviews, and documentation.
Furthermore, the data were analyzed using the interactive analysis model proposed
by Miles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and
conclusion drawing.

The results of the study indicate that legal protection for business actors has
been provided in the form of preventive and repressive protection. Preventive
protection is implemented through product return policies and supporting evidence
requirements, while repressive protection is provided through the appeal feature
and customer service as dispute resolution mechanisms. However, its
implementation has not been optimal because there are still abuses of the product
return feature, such as product exchanges, empty package deliveries, and the
misuse of the automatic approval system, which are detrimental to business actors.
From the perspective of Islamic Law, the practice of product returns on TikTok
Shop is similar to the concept of iqalah, however, the practice does not fulfill one
of the requirements of iqalah because it continues to cause losses to business actors.
The misuse of this feature also results in legal consequences in the form of material
and immaterial losses, loss of rights to goods and payments, and the transformation
of legal relations into disputes, while the implementation of sanctions against
consumers has not been carried out firmly, resulting in suboptimal legal protection
for business actors.

Keywords: Legal Protection, Business Actors, TikTok Shop, Product Returns
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Digitalisasi menyebabkan berbagai jenis usaha baru terus bermunculan

dengan memanfaatkan kemajuan terknologi, sehingga mendorong pertumbuhan

pesat bisnis berbasis e-commerce. Kondisi ini menyebabkan persaingan dalam

sektor e-commerce bertambah ketat. Berbagai perusahaan e-commerce saling

bersaing dalam menawarkan keuntungan terbaik kepada konsumen, seperti

layanan pengiriman gratis, potongan harga, voucher dan hadiah lainnya.

Diantara berbagai aplikasi seluler yang saat ini mengalami popularitas di

Indonesia adalah aplikasi TikTok Shop.1

TikTok didirikan oleh Zhang Yiming pada Maret 2012, yang dibuat oleh

ByteDance, sebuah perusahaan teknologi berbasis internet yang berasal dari

Tiongkok.2 Aplikasi TikTok meluncurkan sebuah fitur terbaru yang diberi nama

TikTok Shop. Fitur ini merupakan bentuk inovasi terkini dari platform TikTok,

yang memberikan kemudahan bagi pengguna dalam membuka layanan e-

commerce secara langsung melalui platform tersebut. Dengan adanya fitur

tersebut, pengguna memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas penjualan

dan pembelian secara langsung didalam platform aplikasi. Cukup dengan

menggunakan perangkat ponsel, pengguna dapat memilih dan membeli berbagai

produk, termasuk kebutuhan sehari-hari.

Kemudahan dalam menggunakan platform TikTok Shop turut mendorong

peningkatan jumlah konsumen, Hal ini disebabkan oleh alasan kepraktisan,

metode pembayaran yang ditawarkan tergolong sederhana dan efisien, karena

dapat dilakukan melalui transfer bank maupun pembayaran di tempat (Cash On

Delivery). Selain itu, menyediakan berbagai promosi menarik bagi konsumen.

1 Tipa Naura Nazifah, “Analisis Tingkat Kepuasaan Pengguna Tiktok Shop Pada Aplikasi
Tiktok Menggunakan Metode Servqual” (Jambi: Universitas Dinamika Bangsa, 2023), hal. 1.

2 Safitri Wulandari et al., “Peran Konten TikTok Dalam Mengembangkan Branding Sebagai
Media Bisnis Digital Yang Berprofitabilitas,” Journal Of Science And Education Reseach 4, no. 1
(2025): hal. 72.
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TikTok sendiri dikenal sebagai media sosial yang berfokus pada konten hiburan,

sehingga menarik minat berbagai kalangan masyarakat yang menggunakannya.3

Namun, dibalik pertumbuhan pesat dan kemudahan yang disediakan

TikTok Shop muncul berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan

hukum. permasalahan yang paling umum adalah penyalahgunaan fitur

pengembalian barang oleh konsumen.4 Meskipun fitur ini pada dasarnya

dirancang untuk memberikan kenyamanan dan menjamin hak konsumen, namun

dalam praktiknya kerap kali disalahgunakan oleh sejumlah konsumen yang tidak

bertanggung jawab. Penyalagunaan ini berupa praktik pengembalian barang atau

produk yang tidak sesuai dengan kondisi awal, dimana barang yang

dikembalikan adalah barang palsu, barang yang telah rusak atau barang yang

telah ditukar. Tindakan ini menimbulkan rasa kekecewaan dan merugikan

pelaku usaha secara finansial.

Permasalahan ini diperburuk oleh kebijakan pengembalian barang yang

cenderung mengutamakan konsumen secara sepihak, dimana mereka dapat

mengembalikan barang tanpa syarat ketat. Pelaku usaha seringkali tidak

memiliki wewenang untuk menolak pengembalian meskipun alasannya tidak

valid atau tidak jelas. Kebijakan ini menimbulkan kekecewaan dan merugikan

pelaku usaha, karena harus menanggung biaya pengiriman, dan kehilangan

produk. Selain itu, pengembalian yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan

kondisi barang yang layak dikembalikan atau ditukar sebagaimana tercantum

dalam pada pasal 69 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.5

Dalam konteks hukum, perlindungan bagi pelaku usaha di Indonesia sudah

tercantum dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

3 Arih Mushofa. “Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online Di Tiktok Shop Dengan Metode
Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis
Islam (Studi Kasus Toko Online Distributor Klambi Di Gumpang, Kartasura)” (Surakarta: UIN
Raden Mas Said, 2024), hal. 2.

4 Ziddan, Pelaku Usaha Di TikTok Shop, diwawancarai oleh peneliti, pada tanggal 25 April
2026.

5 Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik” (2019).
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tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 6 yang memuat hak-hak

pelaku usaha. Namun, regulasi tersebut lebih berfokus pada perlindungan

konsumen dan belum mengatur secara jelas mekanisme penyelesaian jika pelaku

usaha mengalami kerugian. Padahal, Pasal 6 huruf b menyatakan bahwa hak

pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum atas perilaku konsumen

yang tidak beritikad baik.6

Selain ditinjau dari hukum positif, permasalahan penyalahgunaan

pengembalian barang juga dapat dikaji dalam perspektif hukum Islam,

khususnya berkaitan dengan konsep iqalah dalam transaksi muamalah. Iqalah

merupakan mekanisme pembatalan akad atas kesepakatan kedua belah pihak

yang dibolehkan dalam fiqh muamalah.7 Dalam praktiknya, setiap pihak dituntut

untuk bertindak jujur dan beritikad baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi

pihak lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak pengembalian barang tidak boleh

dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, seperti

menukar barang asli dengan barang lain, karena hal tersebut bertentangan

dengan prinsip keadilan dalam transaksi Islam.

Meskipun ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha

telah diatur, dalam praktiknya masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan

konsumen yang tidak betanggung jawab, seperti yang dialami oleh toko Batik

Alfadl di platform TikTok Shop. Pengalaman tersebut menggambarkan

bagaimana penyalahgunaan fitur pengembalian barang dapat merugikan pelaku

usaha. Dalam kasus ini, konsumen mengajukan permohonan pengembalian

barang dengan berbagai alasan, namun saat barang dikembalikan kepada pelaku

usaha, barang tersebut bukan barang asli yang sebelumnya dikirim, melainkan

telah diganti dengan barang lain, seperti pelaku usaha mengirimkan produk

berupa baju gamis kepada konsumen, namun saat dilakukan proses

pengembalian, barang yang diterima kembali telah diganti dengan kardus,

pakaian bekas atau produk lain yang tidak sesuai dengan barang awal yang

6 Lihat Pasal 6, “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
(1999): hal. 4-5.

7 Zumrotul Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,”
Tahkim 3, no. 2 (2020): hal. 25.
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dikirimkan. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, karena

kehilangan barang aslinya karena ditukar dengan barang palsu. Kasus serupa

tidak hanya terjadi pada TikTok Shop, tetapi juga ditemukan pada berbagai

platform e-commerce lainnya, salah satunya platform Shopee. Sebagaimana

ditunjukkan dalam penelitian Bayu Hidayat, yang menjelaskan bahwa

Permasalahan pengembalian barang (retur) yang dilakukan konsumen yang

mana pengembalian barang ini tidak memenuhi dengan standar kebijakan yang

telah disepakati antara pelaku usaha dan Shopee, sehingga menimbulkan

kerugian bagi pelaku usaha.8

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat undang-undang yang

mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha, namun dalam

implementasinya masih terdapat celah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum

konsumen yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan rasa

kekecewaan dan kerugian bagi pihak pelaku usaha. Sebagaimana telah

dijelaskan permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji

permasalahan ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul

“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Penyalahgunaan

Fitur Pengembalian Barang Pada Transaksi TikTok Shop”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan pada bagian latar belakang,

untuk itu peneliti menetapkan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap penyalahgunaan

fitur pengembalian barang di platform TikTok Shop berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum

Islam?

2. Bagaimana akibat hukum penyalahgunaan fitur pengembalian barang di

TikTok Shop terhadap pelaku usaha?

8 Bayu Hidayat, “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (Retur)
Pada Transaksi E-Commerce Shopee” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023). hal. 3.
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C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah dipaparkan, studi ini memiliki

tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap

penyalahgunaan fitur pengembalian barang di platform TikTok Shop

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dan Hukum Islam

2. Untuk menganalisis akibat hukum penyalahgunaan fitur pengembalian

barang di TikTok Shop terhadap pelaku usaha

D. Manfaat Penelitian

Hal penting suatu penelitian terletak pada manfaat yang dapat

diimplementasikaan setelah hasilnya diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kajian

perlindungan hukum pelaku usaha dalam transaksi e-commerce, terkait

penyalahgunaan fitur pengembalian barang.

2. Secara Praktis

a. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi

pelaku usaha mengenai cara menangani pelanggaran yang dilakukan

konsumen dalam penyalahgunan fitur pengembalian barang.

b. Bagi pengelola platform Tiktok Shop

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk

memperbaiki kebijakan dan regulasi terkait mekanisme pengembalian

barang di Tiktok Shop, agar perlindungan hukum lebih seimbang antara

pelaku usaha dan konsumen.
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c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum bagi

pelaku usaha maupun konsumen agar memahami hak dan kewajiban

masing-masing dalam transaksi online.

E. Kerangka Teori

1. Pelindungan Hukum

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan hukum

berarti tempat perlindungan, suatu perbuatan (hal dan sebagainya) yang harus

dilindungi. Makna dari kata “perlindungan” memiliki unsur yang serupa,

yaitu suatu tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang dilindungi, dan

unsur cara-cara melindungi. Sehingga dapat disimpulkan perlindungan

berarti melindungi terhadap pihak tertentu dengan cara atau tindakan

tertentu.9

Pendapat Satjipto Rahardjo, definisi perlindungan hukum merupakan

menyediakan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dilanggar oleh

pihak lain, dimana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

mereka dapat menjalankan dan menikmati seluruh hak-hak yang dijamin oleh

hukum.10 Jadi, pemahaman mengenai teori perlindungan hukum lebih

berfokus pada pihak yang dapat dibebani hak serta kewajiban hukum, baik

individu maupun entitas hukum, dalam implementasinya memanfaatkan alat

hukum yang berperan sebagai pencegah dan menekan, mencakup baik aturan

lisan maupun tertulis.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen”. Sedangkan pengertian konsumen terdapat

9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 595.

10 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54.
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dalam pasal 1 angka 2, yaitu setiap pemakai barang dan/jasa yang tersedia

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.11

Sementara itu, definisi pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen adalah “setiap

orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Repuplik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui menyelenggarakan kegiatan usaha

dalam berbagai bidang ekonomi”.12

a. Hak pelaku usaha

Hak pelaku usaha tercantum pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 8

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang meliputi:13

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen

yang beritikad tidak baik

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya

11 Lihat pasal 1 angka 1-2, Indonesia, “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.”

12 Lihat pasal 1 angka 3, Indonesia.
13 Lihat pasal 6, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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b. Kewajiban pelaku usaha

Hak Pelaku usaha tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8

tahun 1999 tentang perlidungan konsumen, yang meliputi:14

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

jasa yang berlaku

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

yang diperdagangkan

7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen

dalam akad jual beli melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi

secara seimbang. Pelaku usaha (al-ba'i) berhak memperoleh pembayaran

sesuai harga yang telah disepakati serta memperoleh perlindungan dari segala

bentuk perbuatan yang merugikan, seperti penipuan (tadlis) atau tindakan

curang lainnya. Sebaliknya, pelaku usaha berkewajiban menyerahkan barang

sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, menjelaskan kondisi barang

14 Lihat pasal 7, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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secara jujur, serta tidak menyembunyikan cacat barang. Kewajiban tersebut

merupakan bentuk penerapan prinsip kejujuran (ash-shidq), keadilan (al-'adl),

dan amanah dalam transaksi jual beli.15

Hak pelaku usaha dalam hukum Islam juga mencakup hak untuk

memperoleh kembali objek akad apabila terjadi pembatalan transaksi yang

disebut dengan iqalah. Dalam hal ini, barang yang dikembalikan harus sesuai

dengan objek akad dan tidak boleh mengalami perubahan yang merugikan

pelaku usaha. Di sisi lain, konsumen berkewajiban melaksanakan akad

dengan itikad baik dan tidak melakukan perbuatan yang mengandung unsur

penipuan, ketidakjelasan (gharar), maupun tindakan lain yang menimbulkan

kerugian bagi pelaku usaha.16

4. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu konsekuensi atau dampak yang

dibebankan oleh hukum terhadap suatu tindakan atau peristiawa hukum yang

melibatkan subjek hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akibat

didefinisikan sebagai hasil atau akibat yang timbul dari suatu peristiwa,

kondisi, atau keadaan sebelumnya.17

Menurut Jazim Hamidi, arti dampak hukum atau akibat hukum

mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau

eksplisit. Akibat hukum dalam studi ilmu hukum, dikenali dalam tiga wujud.

Adapun tiga wujud akibat hukum yang di maksud adalah sebagai berikut: 18

a. Akibat hukum yang berupa timbulnya, berubahnya, atau hilangnya suatu

kondisi hukum tertentu.

15 Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, and Fia Ayuning Pertiwi, “Analisis Keabsahan
Jual Beli Perpsektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata” 3 (2023): hal 8.

16 Haslinda Haslinda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen
Pada Pembatalan Sepihak (Praktik Jual Beli Tanah Yang Sudah Di Dp Di Desa Kalaena Kec. Wotu
Kab. Luwu Timur),” 2025, hal. 24

17 Dina Rahmawati, “Pertanggungjawaban Notaris Mengenai Akta Yang Tidak Terpenuhinya
Unsur Dan Kebenaran Materiil Studi Kasus Di Kabupaten Pati Jawa Tengah” (Semarang:
Universitas Islam Sultan Agung, 2025), hal 13.

18 Wasito, “Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta
Autentik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid. B/2020/Pn Dmk)” (Semarang:
Universitas Islam Sultan Agung, 2025), hal. 29.
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b. Akibat hukum yang berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu

hubungan hukum tertentu.

c. Akibat hukum yang berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek

hukum (perbuatan melawan hukum).

Dalam penelitian ini, akibat hukum yang akan dikaji mencakup

timbulnya, berubahnya, atau hilangnya suatu kondisi hukum tertentu, serta

lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara para

pihak yang berkaitan.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, peneliti pertama-tama melakukan telaah

pustaka (literature review) terhadap sejumlah studi sebelumnya yang relevan

dengan topik penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memahami

perkembangan teori serta temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan

masalah yang dikaji, dengan sumber yang berasal dari skripsi, buku, artikel, serta

jurnal. Beberapa di antaranya dijadikan sebagai rujukan utama dalam penelitian

ini, antara lain:

1. Skripsi yang disusun Bayu Hidayat dengan judul “Perlindungan hukum

pelaku usaha terkait pengembalian barang (retur) pada transaksi E-Commerce

shopee”.19 Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian

hukum normatif. Dalam penelitian ini membahas tentang pengembalian

barang (retur) yang dilakukan konsumen yang mana pengembalian barang ini

tidak memenuhi dengan standar kebijakan yang telah disepakati antara

penjual dan Shopee, sehingga menimbulkan kerugian kepada penjual. Hasil

penelitiannya bahwa belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia

yang mengatur secara khusus mengatur perlidungan hukum bagi pelaku usaha

dalam transaksi jual beli online dan mekanisme pengembalian barang juga

memiliki kekurangan karena tidak sesuai dengan kebijakan komunitas dalam

e-commerce Shopee.

19 Bayu Hidayat, “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (Retur)
Pada Transaksi E-Commerce Shopee” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).



11

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada

fokus kajian, yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum bagi pelaku

usaha terkait pengembalian barang dalam transaksi e-commerce. Adapun

perbedaannya, penelitian Bayu Hidayat menggunakan penelitian hukum

normatif dengan objek pada platform Shopee, sedangkan penelitian penulis

menggunakan penelitian hukum empiris dengan objek pada platform TikTok

Shop. Selain itu juga mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif hukum

Islam.

2. Skripsi yang disusun Indah Monalisa yang diberi judul “Perlindungan Hukum

Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Oleh TikTok Shop

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.20 Penelitian tersebut mengkaji

pembatalan transaksi sepihak oleh penjual di TikTok Shop sebagai bentuk

wanprestasi yang merugikan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tindakan penjual membatalkan pesanan yang telah dibayar tanpa

pemberitahuan dan alasan yang sah melanggar Pasal 1266, 1267, 1338, dan

1480 KUH Perdata serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah, pembatalan sepihak juga

bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam akad yang telah

sah, sehingga bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada

pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam transaksi pada platform

TikTok Shop serta sama-sama dikaji dari perspektif hukum positif dan

Hukum Ekonomi Syariah. Adapun perbedaannya, penelitian Indah Monalisa

berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembatalan

transaksi sepihak oleh penjual, sedangkan penelitian penulis berfokus pada

perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap penyalahgunaan fitur

pengembalian barang oleh konsumen.

20 Indah Monalisa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi
Oleh Tiktok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” (Palembang: Universitas Islam Negeri
Raden Fatah, 2023).
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3. Skripsi yang disusun Nafa Sofiana Reza yang berjudul “Perlindungan Hukum

Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran

Cash On Delivery (Cod) Di PT Shopee Indonesia”.21 Penelitian tersebut

menjelaskan bahwa perlindungan hukum ini diatur dalam Pasal 6 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyangkut hak-hak pelaku

usaha. Namun, Undang-Undang ini tidak diatur secara spesifik sehingga

masih menyisakan beberapa permasalahan, seperti konsumen yang tidak

memenuhi kewajibannya dengan itikad baik sehingga pelaku usaha tidak

mendapatkan haknya. Selain itu, UUPK belum memberikan ketentuan yang

tegas mengenai tanggung jawab konsumen yang tidak memenuhi

kewajibannya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada

pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam

transaksi jual beli online. Adapun perbedaannya, penelitian Nafa Sofiana

Reza berfokus pada perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam

transaksi dengan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) pada platform

Shopee, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penyalahgunaan fitur

pengembalian barang pada platform TikTok Shop. Selain itu, penelitian

penulis juga mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif Hukum Islam.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ibrohim Nainggolan dengan judul “Perlindungan

Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif

Indonesia”.22 Jurnal tersebut mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum

yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengalami kerugian dalam

transaksi online akibat tindakan konsumen yang tidak beretikat baik, seperti

pembatalan pesanan sepihak dan pemalsuan bukti pembayaran atau tindakan

hit and run. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan penguatan regulasi

21 Nafa Sofiayana Reza, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha DalamJual Beli
Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Di PT. Shopee Indonesia”
(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

22 Nainggolan Ibrahim, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau
Dari Hukum Positif Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan 2, no. 1 (2021): 1060–
67.
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yang bukan semata-mata melindungi konsumen, tetapi juga memberi

keadilan bagi pelaku usaha secara seimbang.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada

pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam

transaksi e-commerce berdasarkan hukum positif, sedangkan sedangkan

penelitian penulis secara khusus mengkaji penyalahgunaan fitur

pengembalian barang pada platform TikTok Shop serta ditinjau dari

perspektif Hukum Islam.

5. Skripsi yang disusun Nova Radina Putri dengan judul “Perlindungan Hukum

Bagi Seller Dalam Kebijakan Retur Barang di Aplikasi Shopee”.23 Penelitian

tersebut mengkaji kebijakan retur barang di aplikasi shopee serta bentuk

perlindungan hukum yang diberikan kepada seller.  Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa upaya shopee dalam memenuhi hak-hak seller pada

prinsipnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan Shopee telah menetapkan

kebijakan retur untuk melindungi hak-hak konsumen dan seller. Namun

dalam implementasinya, perlindungan hukum terhadap seller belum berjalan

secara optimal, khususnya dalam penyelesaian sengketa dan kebijakan

pengembalian yang terkadang merugikan seller.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada

pembahasan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pengembalian

barang pada transaksi e-commerce dengan pendekatan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaannya,

penelitian Nova Radina Putri membahas kebijakan retur barang pada platform

Shopee secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji

penyalahgunaan fitur pengembalian barang beserta akibat hukumnya

terhadap pelaku usaha pada platform TikTok Shop.

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa

meskipun seluruhnya menyoroti isu perlindungan hukum pada transaksi e-

23 Nova Radina Putri, “Perlindungan Hukum Bagi Seller Dalam Kebijakan Retur Barang Di
Aplikasi Shopee” (Pekalongan: UIN KH Abdurrahman Wahid, 2025).
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commerce, masing-masing memiliki fokus berbeda. Penelitian ini

memberikan kebaruan kajian dengan memfokuskan kajian pada aspek

perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam penyalahgunaan fitur

pengembalian barang di TikTok Shop, yang belum banyak dibahas dalam

penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, studi ini diharapkan mampu

melengkapi literatur yang belum tersedia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian

hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis permasalahan

dengan menggabungkan sumber hukum sebagai data sekunder dan data

primer yang diperoleh langsung dari lapangan.24 Penelitian hukum empiris

menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara

mengidentifikasi hukum serta melihat efektivitas pelaksanaan hukum di

masyarakat.25 Penelitian empiris berfokus pada fakta-fakta sosial sebagai

objek kajiannya. Studi lapangan ini bertujuan untuk memahami secara

mendalam keadaan sekarang, dan interaksi yang terjadi dalam lingkungan

suatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.26

Penelitian ini digunakan untuk mengkaji implementasi perlindungan

hukum bagi pelaku usaha terkait fitur pengembalian barang di TikTok Shop

berdasarkan pengalaman para pelaku usaha.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merujuk pada metode yang dipilih untuk

menjalankan proses penelitian.  Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses ilmiah yang

melibatkan proses pengamatan serta menyelidiki, dengan tujuan untuk

mempelajari objek penelitian, menggali pemahaman yang mendalam, serta

24 Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 140.

25 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 24.
26 Ramli et al., “Penelitian Multidimensi: Analisis Beragam Jenis Dan Teknik,” Indo-

MathEdu Intellectuals Journal 5, no. 3 (2024): 3850, https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1379.



15

menafsirkan dan memberikan makna terhadap suatu fenomena sosial serta

berbagai persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat.27 Hasil dari

penelitian kualitatif biasanya disajikan melalui uraian tertulis, atau pandangan

personal dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung terhadap objek

penelitian.28

Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan

pendekatan normatif yaitu salah satu cara untuk menganalisis data dalam

penelitian hukum yang menggabungkan kajian terhadap hukum positif

(normatif) dengan penelitian lapangan (empiris). Dalam pendekatan ini.

peneliti tidak hanya mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai data sekunder, tetapi juga mengumpulkan data primer melalui

penelitian di lapangan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum

tersebut diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap para pihak yang

terlibat.29 Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk

menganalisis dan mengevaluasi ketentuan mengenai perlindungan konsumen

serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan kebijakan pengembalian

barang (retur) pada transaksi di TikTok Shop.

Penggunaan kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam

menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan

untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penyalahgunaan fitur

pengembalian barang yang dialami pelaku usaha di TikTok Shop, sedangkan

pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik

tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menganalisis data,

penelitian ini menggunakan perspektif hukum positif, khususnya Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta

perspektif Hukum Islam sebagai dasar untuk menilai perlindungan hukum

bagi pelaku usaha terhadap penyalahgunaan fitur pengembalian barang di

TikTok Shop.

27 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hal. 11.
28 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 12.
29 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yokyakarta: Publika Global

Media, 2024), 40.
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3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung

dari sumber utama di lokasi penelitian. Secara sederhana, data primer

adalah informasi yang dihimpun dan dianalisis secara langsung oleh

peneliti dari subjek maupun objek kajian.30 Pada studi ini data primer

didapatkan secara langsung dari lapangan melalui obsevasi dan

wawancara dengan pelaku usaha atau Seller TikTok Shop di Kecamatan

Buaran, Kabupaten Pekalongan. Teknik penentuan informan mengunakan

teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan subjek penelitian

berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh

peneliti.31 Adapun kriteria pelaku usaha sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kriteria Informan

Sumber: Olah Data Penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu informasi yang sudah tersedia sebelumnya dan

dapat diakses atau digunakan oleh peneliti dengan cara melihat dan

membaca. Data ini berfungsi sebagai informasi pendukung, karena tidak

diperoleh secara langsung dari subjek maupun objek kajian, melainkan

melalui referensi lain.32 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian

ini diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa:

30 Lila Pangestu Hadiningrum, “Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan),”
Malang, Ahlimedia, 2021, hal. 36.

31 Agus Ria Kumara, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Universitas Ahmad
Dahlan, 2018) hal. 8.

32 Lila Pangestu Hadiningrum, “Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan),”
Malang, Ahlimedia, 2021, hal. 36.

No. Kriteria Pelaku Usaha
1. Aktif berjualan di TikTok Shop.
2, Pernah mengalami pengembalian barang oleh konsumen.
3. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun.
4. Bersedia memberikan informasi secara terbuka.
5. Berdomisili di kecamatan Buaran, kabupaten Pekalongan.
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1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki

kekuatan yang mengikat seperti norma atau kaidah dasar, peraturan

dasar peraturan perundang-undang. Adapun bahan hukum primer yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan

Elektronik.

c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

d) Al-Qur’an

e) Hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan konsep iqalah

dalam hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti buku, Artikel, jurnal,

pandangan para ahli dan hasil penelitian hukum.33 Adapun bahan

hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Buku-buku literatur tentang hukum perlindungan konsumen, pelaku

usaha, Hukum Ekonomi Syariah dan fikih muamalah.

b) Jurnal Ibrohim Nainggolan dengan judul “Perlindungan Hukum

Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif

Indonesia.”

c) Skripsi Bayu Hidayat dengan judul “Perlindungan hukum pelaku

usaha terkait pengembalian barang (retur) pada transaksi E-

Commerce shopee”.

d) Skripsi Nova Radina Putri dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi

Seller Dalam Kebijakan Retur Barang di Aplikasi Shopee”.

33 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan VII, (Jakarta:
Rajawali Pres, 2014). Hal. 31
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3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau yang disebut juga sebagai bahan non

hukum yakni bahan yang digunakan sebagai pendukung terhadap bahan

hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Besar

Bahasa Indonesia.34 Adapun bahan hukum tersier yang digunakan

dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a) Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

b) Enklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan

langsung terhadap fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini

membantu peneliti untuk melihat dan mendokumentasikan peristiwa

sebagaimana adanya, tanpa melakukan perubahan dari pihak peneliti.35

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati secara

langsung aktivitas pelaku usaha yang berkaitan dengan proses

pengembalian barang, seperti bukti pengajuan retur, kondisi barang yang

dikembalikan, serta proses penanganan pengembalian barang oleh pelaku

usaha di TikTok Shop.

b. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data yang

dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara narasumber dan

peneliti, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk

memperoleh informasi yang lebih dalam mengenai topik kajian. Teknik ini

memberikann kesempatan bagi peneliti untuk mengekspolasi pengalaman,

sudut pandang, maupun pendapat dari narasumber secara lengkap.36

34 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 (2020): hal. 26.

35 Siti Romdona, Silvia Senja Junista, And Ahmad Gunawan, “Teknik Pengumpulan Data:
Observasi, Wawancara Dan Kuesioner,” Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik 3, No.
1 (2025): hal. 42.

36 Romdona, Junista, and Gunawan, hal. 43.
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Dalam penelitian ini, pihak yang akan diwawancarai adalah para pelaku

usaha di platform TikTok Shop. Wawancara dilakukan secara langsung

dengan pelaku usaha dengan mengajukan sejumlah pertanyaan seputar

pengembalian barang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode ini digunakan untuk memperoleh

informasi dengan menelusuri dokumen-dokumen yang relevan dengan

permasalahan kajian.37 Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan

dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen berupa kebijakan dan

mekanisme pengembalian barang yang tercantum pada platform TikTok

Shop, transkrip hasil wawancara dengan informan, serta dokumentasi

kegiatan penelitian yang mendukung proses pengumpulan data..

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

model anlisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Adapun tahapan dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman

meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu proses analisis yang bertujuan untuk

mempertajamkan, mengelompokan, mengarahkan, serta menyaring data

yang tidak relevan guna mempermudah proses analisis akhir. Dalam

penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyaring hasil wawancara

dan observasi sehingga hanya informasi yang relevan terkait

pengembalian barang yang digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu suatu proses menyusun informasi yang telah

dikumpulkan, agar memudahkan dalam menarik kesimpulan. Bentuk

penyajian data kualitatif berupa teks naratif. Penyajian data dalam

penelitian ini dilakukan dengan menyusun hasil wawancara dan observasi

37 Kumara, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal. 36.
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pelaku usaha TikTok Shop ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan

kutipan pernyataan informan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu proses di mana peneliti menyimpulkan

makna dari data yang telah melalui proses reduksi dan penyajian.

Kesimpulan yang dihasilkan harus didasarkan pada data yang valid, serta

disusun secara logis dan konsisten. Dalam kajian kualitatif ini, penarikan

kesimpulan bersifat induktif, artinya kesimpulan berdasarkan pola-pola

atau temuan spesifik yang dihasilkan selama penelitian.38 Dalam penelitian

ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil

observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh kesimpulan

mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap

penyalahgunaan fitur pengembalian barang di TikTok Shop serta akibat

hukum yang ditimbulkannya.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap isi studi ini,

Dengan demikian susunan sistematika penulisan dalam studi ini dalam bentuk

berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian yang terdiri dari pembahasan

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

landasan teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan struktur

penulisan.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA, berisi

uraian teori yang menjadi dasar analisis permasalahan dalam penelitian ini,

yaitu: perlindungan hukum, pengertian pelaku usaha dan konsumen, hak serta

kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, teori jual beli online dan teori akibat

hukum.

38 Siti Fadjarajani et al., “Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner” (ideas
publishing, 2020), hal. 202–207.
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BAB III PRAKTIK PENGEMBALIAN BARANG DI TIKTOK

SHOP, pada bab ini memuat gambaran umum TikTok Shop, mekanisme

pengembalian barang di TikTok Shop dan dokumen kebijakan TikTok Shop.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DI

TIKTOK SHOP, pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil analisis

penelitian yang mengarah pada rumusan masalah, yaitu: 1). perlindungan hukum

bagi pelaku usaha dalam menghadapi penyalahgunaan fitur pengembalian

barang di platform e-commerce TikTok Shop berdasarkan Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum

Islam. 2). akibat perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada fitur pengembalian

pengembalian barang di TikTok Shop.

BAB V PENUTUP, pada bagian ini memuat simpulan dari hasil

pembahasan serta saran yang relevan dengan topik penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap penyalahgunaan fitur

pengembalian barang di TikTok Shop berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya sudah diberikan

melalui bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif

diwujudkan melalui kebijakan dan prosedur pengembalian barang, seperti

kewajiban melampirkan bukti foto atau video serta batas waktu pengajuan

dan respons pengembalian barang. Sedangkan, perlindungan represif

diberikan melalui fitur banding dan layanan customer service sebagai sarana

penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut

belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat penyalahgunaan fitur

pengembalian barang yang dilakukan, seperti penukaran barang, modus

pengiriman paket kosong, dan pemanfaatan sistem persetujuan otomatis.

Akibatnya, hak-hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya terpenuhi dan posisi

pelaku usaha masih cenderung lebih lemah dibandingkan konsumen. Ditinjau

dari perspektif Hukum Islam, praktik pengembalian barang pada TikTok Shop

memiliki kesamaan dengan konsep iqalah sebagai bentuk pembatalan

transaksi jual beli. Akan tetapi, praktik tersebut tidak memenuhi salah satu

syarat iqalah dalam Islam karena dalam pelaksanaannya masih menimbulkan

kerugian bagi pelaku usaha dan belum mencerminkan kesepakatan yang adil

antara para pihak.

2. Penyalahgunaan fitur pengembalian barang di TikTok Shop menimbulkan

akibat hukum bagi pelaku usaha berupa hilangnya hak atas barang dan

pembayaran, kerugian materiil dan nonmateriil, serta berubahnya hubungan

hukum dari transaksi jual beli menjadi sengketa. Selain itu, proses

penyelesaian sengketa dan pembuktian pengembalian barang masih
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menyulitkan pelaku usaha. Dalam praktiknya, penerapan sanksi terhadap

konsumen yang melakukan penyalahgunaan fitur pengembalian barang juga

belum berjalan tegas, sehingga belum memberikan perlindungan yang

optimal bagi pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. TikTok Shop perlu memperbaiki mekanisme pengembalian barang, terutama

terkait sistem persetujuan dan pengembalian dana otomatis. Proses

pengembalian sebaiknya dilakukan melalui verifikasi yang lebih jelas dan

seimbang antara konsumen dan pelaku usaha agar tidak menimbulkan

kerugian sepihak bagi pelaku usaha. Pengembalian dana seharusnya tidak

langsung diberikan kepada konsumen ketika barang baru diserahkan ke pihak

pengiriman, melainkan setelah barang pengembalian diterima dan

diverifikasi terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Selain itu, TikTok Shop juga

perlu mempertegas pengawasan terhadap akun yang terindikasi melakukan

penyalahgunaan fitur pengembalian barang.

2. TikTok Shop perlu membuat kebijakan yang lebih jelas terkait pengembalian

barang dan proses banding bagi pelaku usaha. Proses banding juga perlu

dipermudah dan dilakukan secara lebih adil antara pelaku usaha dan

konsumen, terutama dalam pembuktian banding pengembalian barang. Selain

itu, perlu adanya sanksi yang tegas bagi konsumen yang terbukti

menyalahgunakan fitur pengembalian barang agar memberikan efek jera dan

mencegah terulangnya perbuatan yang merugikan pelaku usaha.
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